
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 252/PMK.03/2010 

TENTANG 
PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG 

PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, LIQUIFIED PETROLEUM GAS 
(LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN MARKETING FEE PT PERTAMINA (PERSERO) 

PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN  
YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9C Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2010 (UU APBN 2010 beserta perubahannya), telah 
ditetapkan perkiraan subsidi pajak ditanggung Pemerintah dalam 
Tahun Anggaran 2010;    

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9E UU APBN 2010 beserta 
perubahannya, belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C 
UU APBN 2010 beserta perubahannya, dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk 
mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan kewajiban 
Pemerintah atas subsidi pajak ditanggung Pemerintah, termasuk 
kekurangan subsidi pajak ditanggung Pemerintah pada tahun-tahun 
sebelumnya, berdasarkan kemampuan keuangan Negara;      

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor  17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden telah memberikan 
kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal meliputi 
kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN; 

  d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan 
dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;   

  e. bahwa dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, melalui surat Nomor: S-644/MK.02/2010 tanggal 2 Desember 
2010, Menteri Keuangan telah memintakan persetujuan kepada Badan 
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 
untuk menyesuaikan belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah 
sesuai dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan dan 
subsidi pajak ditanggung Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, 
termasuk kekurangan subsidi pajak ditanggung Pemerintah atas 
subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 
(tiga) Kilogram, dan Marketing Fee PT Pertamina (Persero);  

  f. bahwa sesuai angka romawi II butir 4 Kesimpulan Rapat Kerja Badan 
Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri 
Keuangan tanggal 6 Desember 2010, Badan Anggaran DPR-RI telah 
menyetujui permintaan penyesuaian belanja subsidi pajak ditanggung 
Pemerintah sesuai dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran 
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berjalan dan subsidi pajak ditanggung Pemerintah pada tahun-tahun 
sebelumnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui surat 
Nomor: S-644/MK.02/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebagaimana 
dimaksud pada huruf e;      

  g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Kekurangan Pajak 
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar 
Minyak, Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, dan 
Marketing Fee PT Pertamina (Persero) pada Tahun-tahun Sebelumnya 
dan Tahun Berjalan yang Dicairkan pada Tahun Anggaran 2010; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5132); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan 
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 
Kilogram; 

  7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 

  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.06/2002 tentang Tata 
Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak 
(BBM); 

  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.06/2004 tentang Tata 
Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak 
(BBM) Tahun Anggaran 2004; 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2005 tentang Tata 
Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak 
(BBM) Tahun Anggaran 2005; 
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